
3 Peraturan Presiden Republik lndonesra Nomor: 9 Tahun 2005 tentang
Ked uduxan , Tugas dan Fungsi. Susunan Orqanisasi dan Tata Kerja
Kementenan Negara Repubhk Indonesia sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nornor: 20
Tahun 2008;

2. Peraturan Pemerintah Nomor: 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan
Telekornunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 107, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor:
3980);

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 36 Tahun 1999 tentang
Telekornunikasi (Lembaran Negara RepUblik Indonesia Nomor: 154
Tahun 1999, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor:
3881);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan huruf b, dipandang perlu mengatur kembali ketentuan tentang
kHnng trafik telekomunikasi yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri
Kornunixasi dan Informatika;

b. bahwa sesual dengan perkembangan situasi dan kondisi dalam
penyelen§jgaraan telekomunikasi, fungsi kliring trafik telekoll1unikasi
tidak perlu diselenggarakan oleh Badan Regulasi Telekcmunlkas!
Indonesia (BRTI) dan dapat dlselenqqarakan sendiri oleh para
penyelenggara jaringan telekornunikasl:

2. bahwa dalarn Keputusan Menteri Perhubungan Nornor: KM. 84 Tahun
2002 tentang Kllring Trafik Telekomunikasi sebagaimana telah diubah
denqan Peraturan Menteri Kornunikasi dan ::,.formatika No:nor:
25/PER/M.KOMINFO/9f2006, fungsi kliring trafik telekornunikasl
disalenqqarakan oleh Badan Regulasi Telekornunikasi Indonesia
(BRTI);
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3. lnterkoneksl adalah keterhueunqan antar jaringan telekcrnunikasi dari
penyelenqqara jarinqan telekornunikasi yang berbeda:

2. Penyelenggarean jannqan telekornunikasi adalah kegiatan
penyediaan dan/atau petayanan jarinqan telekornunikasi yang
memungkinkan terselenggaranya telekornunikasi;

1. Telekornunikast adalah setiap pemancaran, pengmman dan atau
penerirnaan dari setiap informasi dalarn bentuk tanda-tanda, isyarat,
tullsan, gambar, suara, dan bunyi rnelalui sistem kawat, optik, radio,
atau sistem elektrornaqnetik lainnya.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dirnaksud denqan :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

BAB I
,..

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG
KLiRING TRAFH< TELEKOMUNIKASI.

10 Peraluran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:
36/PER/M,I<OMINFO/1 012008 tentanp Penetapan Sadan Regulasi
Telekornunikasi Indonesia;

Nomor:
Kerja

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
25/P/IV1,Kominfo/7/2008 tentang Organisasi dan Tata
Departemen Komunikasi dan Informatika;

9.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nemer:,
0:3/P/I\1,K.ominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan pada
8(: berapa Keputusan/Peraturan Menlcri Perhubungan yang Mengatur
Mater! Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekornunikasi:

8.

Keputusan Menteri Perhubunqan Nomor: KM, 21 Tahun 2001 tentang
Penyelenqqaraan Jasa Telekornunikasi sebagaimana telah diubah
terakhir dengar. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Nomor: 31/PE;R.lM.KOMINFO/09/2008;

7.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomoi: KM. 20 Tahun 2001 tentang
Penyelenqqaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan lnforrnatika
Nomor: 30/PER/M.KOMINFO/09/2008;

6.

Keputusan Menter] Perhubungan Nomor: KM. 4 Tahun 2001 tentang
Rencana Dasar Teknis (Funoernent»! Technical Plan) Telekomunikasi
Nasional 2000 seba,gaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Kornunikasi dan Informatika Nomor: 3A1PER/M.KOMINFO
104/2008;

5.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2005 tentang
Unit Orqanisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik
Indonesia sebaqairnana lelah diubah dengan Peraturan Presiden
Reput)lik Indonesia Nomor: 21 Tahun 2008;

4.
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(2) Dalam menyeJenggarakan funqsi kliring trafik telekomunikasi,
penyelenqqara jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib :

(1) Fungsi klinng trafrk telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 diselenggarakan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi
secara bersama-sama.

Pasal4

PENYELENGGARAAN KLiRING TRAFIK TELEKOMUNIKASI

BAB III

(2) Penyele:nggara Jaringan telekomunikasi wajib memberikan data yang
diperlukan dalam rangka pelsksanaan kliring trafik telekomunikasi.

(1) Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib ikut serta dalam
klil ing trafik telekcmunikasi.

Pasal3

o. melakukan penyajian data trafik irterkoneksi y,mg berasal dan proses
penvelesaian (sell!ernent) trafik imerkoneksi.

Fungsi t<liring Trafik Telekomunikasi rnelipuu kegiatan.

a. melakukan proses penyelesaian tseutomenti trafik interkoneksi
termasuk penyelesaian perbedaan data .discrepuncy resolution), dan

Pasal2

~UNGSI KLiRING TRAFIK TELEKOMUNIKASI

BAB II

7. Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, yang selanjutnya disebut
8RTI adalah Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi dan Komite
Requlasi Te!ekomunikasi.

6. Oirektur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi
selaku Ketua Kornne Regulasi Telekomunikasi pada BRTI;

5. r'/ienteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung
jawabnya dl bidang telekomunikasi;

4. Kiiring trafik telekomunikasi adalah kegiatan melakukan penyelesaian
(seWement) trafik interkoneksi antar penyelenggara jaringan
telekomunikasi;
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8RTI mclaksanakan pengawasan dan pengendahan lerhadap peJaksanaan
Peraturan Menteri mi.

Pasal7

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

BAB IV

(2) Data sebaqalrnana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilarang untuk
di~unakan atau diteruskan kcpada pihak Jain yang tidak berhak.

b. bukti untuk penyelesaian perselisihan trafik inlerkoneksi.

(1) Data sebaqairnana dimaksud dalam Pasal3 ayat (2) merupakan satu
satunva data yang digunakan sebagai:

a. dasar untuk penghitungan dan penyajian data trafik interkoneksi;

Pasal6

Dalam menyelenggarakan funqsi kliring trafik telekomunikasi.
penyelenggara jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 wajib memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, adil dan tidak
dlskrimlnasl.

Pasal 5

2. penqawasan tanf interkoneksi:

3. penerapan danfatau penyernpurnaan peraluran di bidang
telekomunikasl, antara lain yang terkait dengan interkoneksi
dan kewajiban pelayanan universal1elekomunikasi.

e. menyampaikan laporan data trafik interkonel;=i kepada BRTI, di
mana data tersebut digunakan untuk keperluan :

1. pengawasan dan evaluasi Dokumen Penawaran lnterkoneksi
(DPI):

d. menyampaikan laporan kegiatan penyelenggaraan kliring trafik
Ielekornunikasi kepada BRTI secara periodik;

c. menyiapkan sistem keamanan yang memadai untuk menjaga
keranasiaan data kliring 1rafik telekomunikasi;

b. mengirimkan data perhitungan trafik telekomunlkasi (statement of
account) dan penyelesaian pembayaran (settlement of account)
kopadu seluruh penyelenggara jannqan telekornurukasr,

a. menyiapkan data perhitungan trafik telekomunikasl (statement of
account) dan penyelesaian pembayaran (settlement of account)
antar penyelenggara jaringan telekomunikasi berdasarkan data
data yang diberikan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi;
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MENTERI KONlUNIKASI DAN INFORMAT1KA.

Oitetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal 25 Februari 2009

Agar setiao oranq menqetahumya, memerintahkan pengundangnn
Peratu an Menteri ini dengan pencrnpatannya dalam Berita Negara
Repvbl+; Indonesia.

Pernturan rlflenteri ini mulai berlaku pada tanggal ditelapkan.

Pasal9

Dengan diletapkannya Peraturan Menteri rnl, Kepulusan Menteri
Perhuhunqan Nomor: KM. 84 Tahun 2002 tenlang Kliring Trafik
Tctekomu-ukast sebaq-umana tclah diubah dcnqan Peraturan Mcnleri
KOmUl1lkZlSI clan lnlormatika Nomor 25/PER/M.KONlINFOf9/2006
dlcabut dan dinyatakan tidak berlnlcu.

Pas@18

KETENTUAN PENUTUP

BABV


